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¢. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;

d. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang jumizh anggotanya sesuai dengan
kebutuhan yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku
ekonomi, difambah unsur Pengusaha Kabupaten/Kota yang masing-masing
diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan seluruh Kadin
Kabupaten/Kota dari Provinsi yang bersangkutan, mempunyai hak:

d.1. dalam Muprov: hak bicara, hak dipilih, dan hak menyusun daftar nama
calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi periode
berikutnya;

d.2. dalam Muprovlub: hak bicara dan hak dipilih.

€. Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (7)
Anggaran Dasar mempunyai hak bicara serta hak dipilih.

Peserta Muprov/Muprovlub sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf d
adalah Peserta penuh dari Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa
Tingkat Provinsinya yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana
dimaksud Pasal 34 Anggaran Dasar, termasuk kewajiban keuangan pada
organisasi sampai dengan tahun berjalan.
(5) Peninjau Muprov terdiri atas:
a. Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;

b. Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota di luar peserta yang dimaksud ayat (4)
huruf a dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/
Kota masing-masing;

¢. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi di luar peserta sebagaimana
dimaksud ayat (4) huruf d dengan membawa mandat dari pengurus organisasi
masing-masing;

d. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di provinsi;
¢. Pengusaha asing;

f. Pejabat Pemerintah.
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Jumlah peninjau Muprov sebagaimana dimaksud huruf-b sampai dengan huruf f
ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi, dan masing-masing mempunyai
hak bicara.

Peninjau pada Muprovlub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang
mempunyai hak bicara.

Untuk melaksanakan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengurus
Kadin Provinsi membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia
Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

Pasal 24
Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa

Mukab/Mukota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus
Kadin Kabupaten/Kota.

Jika jangka waktu kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota sudah habis namun
Mukab/Mukota belum dilaksanakan maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi
berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan
Pengurus sementara (caretake) untuk mempersiapkan dan melaksanakan
Mukab/Mukota.

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan-bahan dan segala
sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Mukab/Mukota sebagai-
mana dimaksud ayat (1).

Mukablub/Mukotalub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Anggoia
Biasa Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya
Mukablub/Mukotalub, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan
Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.

Peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
a. Anggota Biasa dengan ketentuan:

a.l. Anggota ...
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a.1. Anggota Biasa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan
Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua
Formatur, dan 4 (empat) orang anggota formatur, hak bicara serta hak
dipilih.

a.2. Jika jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud butir a.1. terlalu besar
sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musyawarah, maka
kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota
berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan,
dengan pedoman umum sebagai berikut:

a.2.1. Jumlah peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub yang
mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara
teknis mudah untuk penyelenggaraan Musyawarah.

a.2.2. Jumlah peserta sebagaimana dimaksud butir a.2.1 merupakan
angka pembagi terhadap jumlah' seluruh Anggota Biasa untuk
menentukan jumlah Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh satu
orang peserta Musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan ke atas.

a.2.3. Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa
mandat dari yang diwakilinya.

a.2.4. Setiap peserta yang mewakili sebagaimana dimaksud huruf a.2.3
memiliki hak yang sama dan masing-masing menyuarakan/
membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya.

b. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang jumlahnya disesuaikan
dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi,
mempunyai:

b.1. dalam Mukab/Mukota: hak bicara serta hak dipilih, dan hak menyusun
daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin

Kabupaten/Kota periode berikutnya yang nama-namanya diusulkan oleh
Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
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b.2. dalam Mukablub/Mukotalub; hak bicara dan hak dipilih.

c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal
29 ayat (7) Anggaran Dasar, mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

Peserta Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a.1

dan huruf a.2 adalah Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan

yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 34

Anggaran Dasar, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan
tahun berjalan.

Peninjau Mukab/Mukota terdiri atas:
a. Anggota Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota,

b. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di kabupaten /kota yang
bersangkutan;

¢. Pengusaha asing;
d. Pejabat Pemerintah;

Jumlah peninjau Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan
huruf d ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/ Kota, dan masing-

masing mempunyai hak bicara.

Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan masing-masing mempunyai hak bicara.

Untuk melaksanakan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan
Pengurus Kadin Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelengzara, Panitia
Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
Kadin Kabupaten/Kota.,

Pasal 25
Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia diselenggarakan oleh Pimpinan

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan pelaksanaan teknisnya dilaksanakan
oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
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Sebelum Munas diselenggarakan, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
mengadakan Rapat Pleno untuk menampung masukan dan untuk menyusun usul
dan saran tentang Rancangan Program Umum Organisasi yang akan diajukan
kepada Munas.

Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat
(2) harus menampung aspirasi Pengusaha Indonesia, baik dari Anggota Luar
Biasa, Koperasi Tingkat Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional
anggota Kadin yang tidak memiliki Organisasi Perusahaan, maupun Pengusaha
Provinsi.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia juga memfasilitasi penyelenggaraan konvensi
Anggota Luar Biasa menjelang Munas/Munaslub/Munassus untuk menetapkan
utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional pada
Munas, Munaslub dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 28.

Pasal 26

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksanaannya
disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur rapat Dewan Pertimbangan Kadin
Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

(1)

Pasal 27
Rapat Kerja

Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan setiap atau beberapa Dewan Pengurus
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan rapat kerja pada tingkat
masing-masing atau pada lintas-tingkat, baik lintas-sektoral, sektoral, maupun
menurut wilayah, sewakiu-waktu jika diperlukan,
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Rapat kerja suatu bidang atau sektor:

a. pada tingkat nasional disebut Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas, diikuti
nama lintas-sektornya;

b. pada tingkat provinsi/kabupaten/kota disebut Rapat Kerja Provinsi/
Kabupaten/Kota, disingkat Rakerprov/Rakerkab/Rakerkota, diikuti nama
lintas-sektornya;

diadakan untuk konsultasi antara Dewan Pengurus yang terkait, untuk membahas
masalah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja
Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang/komite tetap dan
badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud Pasal
21 ayat (7) huruf ¢ dan Pasal 27 ayat (8) huruf ¢ Anggaran Dasar.

Rapat kerja antar bidang tingkat nasional disebut Rapat Koordinasi Nasional,
disingkat Rakornas Bidang; dan rapat kerja antar daerah provinsi/kabupaten/kota
yang saling terkait disebut Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil.

Hasil setiap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepada
Dewan Pengurus masing-masing, dan mengikat bagi setiap pesertanya.

Setiap rapat kerja dan rapat koordinasi diatur menurut tata tertib yang sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Konvensi

Konvensi merupakan forum bagi Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau
Tingkat Provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Munas/Munaslub/
Munassus/Muprov/Muprovlub untuk menetapkan utusan Anggota Luar Biasa
Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi yang akan mewakili Anggota Luar Biasa

Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sebagai peserta dalam Munas/
Munaslub/Munassus/Muprov/ Muprovlub.

(2) Penyelenggaraan ...
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(2) Penyelenggaraan konvensi difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi mengikuti pengelompokan Anggota Luar
Biasa Tingkat Nasional/Tingkat Provinsi yang dikelompokkan berdasarkan
pendekatan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d.

(3) Jumlah keseluruhan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagai peserta
Munas/Munaslub/Munassus sebanyak 30 (tiga puluh) orang utusan dan tingkat
Provinsi sebagai peserta Muprov/Muprovlub sebanyak 20 (dua puluh) persen
dari jumlah keseluruhan utusan Anggota pada Muprov/Muprovlub, yang
pembagiannya untuk setiap kelompok Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai
berikut:

a. Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti Konvensi adalah Anggota Luar Biasa
yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin.

b. Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang
dihitung berdasarkan jumlah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan
memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa, termasuk kewajiban
keuangan pada organisasi, sampai dengan tahun berjalan, yang terhimpun
dalam satu kelompok konvensi.

C. Kuota setiap kelompok konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh Anggota Luar
Biasa dalam kelompoknya masing-masing, tidak dapat digantikan/diisi oleh
kelompok yang lain.

d. Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi dibagi sebagai berikut:
d.1. Asosiasi-Asosiasi Indusiri Pertanian dan Kehutanan;
d.2. Asosiasi-Asosiasi Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan;
d.3. Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan dan Energi;
d.4. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Kimia;
d.5. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin;

d.6. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Lain-Lainnya;

A7 Acmcinaet. Acmotoal














































































